[ SALINAN ]

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL,
PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL DAN PENERBITAN REKOMENDASI
UKL-UPL SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN
REKOMENDASI UKL-UPL YANG BERADA DALAM WILAYAH

Menimbang

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup,
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Penetapan Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen
UKL-UPL, Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan
Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL serta Penerbitan Izin
Lingkungan berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL yang
berada dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin,
sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-

undangan sehingga perlu dicabut;



Mengingat

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Memiliki Dokumen UKL-UPL, Pemeriksaan
Dokumen UKL-UPL dan Penerbitan Rekomendasi UKL-
UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan berdasarkan
Rekomendasi UKL-UPL yang berada dalam Wilayah

Kabupaten Musi Banyuasin;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN JENIS
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL, PEMERIKSAAN DOKUMEN
UKL-UPL DAN PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL
SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN
REKOMENDASI UKL-UPL YANG BERADA DALAM WILAYAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.



Pasal |

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penetapan Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen
UKL-UPL, Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan Penerbitan
Rekomendasi UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan
berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL yang berada dalam
Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 433)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

L

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003



